BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perbankan
2.1.1 Pengertian Perbankan

Menurut Hadiman dalam Isti Setiawan (2013: 6) bank adalah badan yang
mempunyai tugas utama melakukan penghimpunan dana dari pihak ketiga dan
menyalurkannya kembali ke masyarakat.

Kasmir (2008: 2) berpendapat bahwa “Bank merupakan lembaga keuangan
yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan
kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank
lainnya”.

Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan
Aplikasi (2002: 68), definisi dari bank adalah lembaga keuangan yang usaha
pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke
masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas
pembayaran dan peredaran uang.

Berdasarkan Undang — undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, pendiri
lembaga keuangan perbankan diindonesia diperkenankan oleh pemerintah asalkan
sebelumnya mendapat ijin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat
dari pimpinan Bank Indonesia. Bank Umum dan BPR dapat memperoleh ijin

usaha selama memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :



a. Mempunyai susunan organisasi dan kepengurusan

b. Memiliki permodalan sesuai dengan ketentuan

c. Adanya kepemilikan yang jelas

d. Pengurus mempunyai keahlian dibidang perbankan, untuk menghindari
berbagai resiko yang mungkin timbul akibat lemahnya pengetahuan
dibidang tersebut

e. Mempunyai kelayakan rencana kerja baik dalam kebijakan maupun

operasional

Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari bank
harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat. Dana
tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, bank
Indonesia, pihak-pihak di luar negeri, maupun masyarakat dalam negeri. Dana

dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank.

2.1.2 Pelayanan Teller di Perbankan

Teller adalah petugas bank yang bertanggung jawab untuk menerima
simpanan, mencairkan cek, dan memberikan jasa pelayanan perbankan lain
kepada masyarakat. tanda tangan pengesahan kasir diperlukan sebagai tanda sah
suatu dokumen transaksi pada lembaga keuangan, pada umumnya kasir bekerja di
belakang geral (counter). Teller merupakan salah satu di antara 3 (tiga) organ
penting bagi sebuah bank (Security, Customer Service dan Teller) mempunyai
peran penting, karena merekalah yang memberi kesan langsung kepada

masyarakat pada umumnya dan nasabah bank pada khususnya. Ketika nasabah


http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/simpanan.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/cek.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/perbankan.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/tanda_tangan_pengesahan.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/dokumen.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/transaksi.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/lembaga_keuangan.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/bekerja.aspx

berkunjung ke bank, maka tiga bagian inilah yang paling sering berinteraksi
dengan mereka. Jadi wajar jika nasabah menganggap ketiga bagian inilah yang
dinamakan pihak bank.

Di era persaingan perbankan yang sangat ketat ini, pelayanan bank kepada
nasabah tidak cukup hanya sekedar memuaskan nasabah atau sekedar sesuai
harapan nasabah, namun harus memberi pelayanan yang berkesan. Fungsi
pelayanan (services) perbankan adalah jenis perusahaan dengan kegiatan utama
berupa pemberian semua jasa yang dibutuhkan nasabahnya baik nasabah
penyimpan dana maupun nasabah peminjam dana. Layanan ini pada dasarnya
adalah memberikan semua kegiatan keuangan yang dibutuhkan dan diinginkan
oleh nasabah, sehingga nasabah memperoleh kemudahan dalam melakukan
kegiatan transaksi keuangannya.

Pelayanan prima atau service excellence adalah jenis pelayanan yang
mampu memberikan harapan yang tinggi dari nasabah terhadap pelayanan bank
tertentu. Dalam persaingan yang sangat ketat saat ini maka service excellence
harus ditetapkan ke semua perbankan di negara Kita.

Jadi, sangatlah penting untuk memiliki keterampilan di dalam melakukan
tugas-tugasnya, memberikan pelayanan yang prima agar kesan positif dapat
tertanam di benak nasabah. Teller yang dapat memberi kesan positif adalah teller
yang cekatan, ramah dan santun. Teller juga punya tanggung jawab yang besar
dalam melakukan tugasnya, terutama terkait dengan keakuratan dan ketepatan

dalam melayani nasabah bertransaksi serta mencatat transaksi dengan benar.
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Sebagai frontliner, teller yang dapat memberikan pelayanan berkesan akan

membawa dampak positif bagi bank.

2.2 Layanan

2.2.1 Definisi Layanan

Dalam aktifitas ekonomi ada yang disebut dengan layanan. Menurut
Kotler (2003: 140) layanan adalah setiap tindakan atau unjuk kerja yang
ditawarkan oleh salah satu pihak atau pihak ke pihak lain yang secara prinsip
intangible (tidak berwujud) dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan
apapun produksinya bisa terkait dan bisa juga tidak terkait pada suatu produk
fisik.

Layanan adalah suatu proses yang berdiri atas serangkaian aktifitas
intangible yang biasanya (namun tidak harus selalu) terjadi pada interaksi antar
konsumen dan karyawan layanan dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau
sistem penyedia layanan, yang disediakan sebagai solusi atas masalah konsumen.
Interaksi antara penyedia layanan dan konsumen kerapkali terjadi, sekalipun pihak
— pihak yang terlibat mungkin tidak menyadarinya. Selain itu, dimungkinkan ada
situasi dimana konsumen sebagai individu tidak berinteraksi langsung dengan

perusahaan layanan.

2.2.2 Karakteristik Layanan
Ada 4 (empat) macam karakteristik layanan menurut Kotler (2003: 145-150),

karakteristik tersebut adalah :
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1. Tidak berwujud (Intangibily)

Layanan adalah sesuatu yang tidak berwujud. Lain halnya dengan
produk fisik, layanan tidak dapat dilihat, diraba, didengarkan atau dicium
sebelum layanan itu dibeli. Untuk mengurangi ketidakpastian, pihak
pembeli akan berupaya mencari tanda atau bukti dari kualitas layanan
tersebut. Mereka akan menarik kesimpulan mengenai kualitas layanan dari
orang, tempat, alat komunikasi, peralatan, simbol dan harga yang mereka
lihat. Oleh karena itu, tugas penyedia layanan adalah “mengelola bukti
tersebut” untuk “mewujudkan yang tidak berwujud”. Bila pemasar produk
ditantang untuk menambah ide abstrak, maka pemasar layanan ditantang
untuk menempatkan bukti fisik dan perumpamaan pada penawaran abstrak

mereka.

2. Variabilitas (Variability)

Layanan sangat beraneka ragam, karena bergantung pada siapa
yang menyediakan dan kapan, serta dimana layanan itu dilakukan.
Pembeliaan layanan memahami tingginya variabilitas ini dan sering
membicarakannyadengan orang lain sebelum memilih penyedia layanan.
Hal tersebut membuat para pembeli semakin selektif dalam memilih
layanan yang akan mereka terima. Penghasil layanan dapat mengambil

tiga ke arah kontrol kualitas yaitu :

a) Investasi dalam seleksi dan pelatihan karyawan yang baik.
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b) Menstandarisasi proses pelaksanaan pelayanan di seluruh
organisasi. Hal tersebut dapat dibantu dengan menyiapkan rencana
layanan yang menggambarkan proses dan peristiwa layana tersebut
terlebih dahulu jika permintaan meningkat maka penghasil layanan
akan menghadapi masalah yang rumit.

c) Memonitor kepuasan konsumen melalui saran dan Kkritik, survei
konsumen dan perbandingan dengan penghasil layanan lain
sehingga layanan yang kurang baik dapat terdeteksi dan secepatnya

dapat dikoreksi.

3. Tidak dapat dipisahkan (Inseparability)

Layanan pada dasarnya diproduksi dan dikonsumsi secara
bersamaan. Tidak seperti produk fisik yang diproduksi, kemudian
dimasukkan ke tempat penyimpanan, didistribusikan ke penjual — penjual,
dan dikonsumsi kemudian jika layanan digunakan oleh seseorang. Maka
penyedia layanan menjadi bagian dari pelayanan. Interaksi antar penjual

dan pembeli layanan adalah aspek kusus dalam pemasaran layanan.

4. Tidak tahan lama (Perishability)

Layanan tidak dapat disimpan sebagai persediaan untuk penjualan

dimasa yang akan datang, mudah habis dan hilang.
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2.2.3 Kualitas Layanan
Menurut Tjiptono (2000: 58), kualitas layanan lebih sukar didefinisikan,
diajabarkan, dan diukur bila dibandingkan dengan kualitas barang. Bila ukuran
kualitas dan pengendalian kualitas telah lama ada untuk barang — barang
berwujud, maka untuk layanan berbagai upaya telah lama sedang dikembangkan

untuk merumuskan ukuran — ukuran semacam ini.

2.3 Standar Operasional Prosedur (SOP)

2.3.1 Definisi SOP
Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah pedoman atau acuan untuk
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja
berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasif dan procedural sesuai dengan

tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan.

2.3.2 Tujuan SOP

Adapun tujuan dari SOP tersebut menurut Isti (2013: 32) adalah :

a) Agar petugas /pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja petugas/
pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja.

b) Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap — tiap posisi dalam
organisasi.

¢) Memperjelas alur tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari petugas/

pegawai terkait.
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d) Melindungi organisasi/ unit kerja dan petugas/pegawai dari malpraktek
atau kesalahan administrasi lainnya.
e) Untuk menghindari kegagalan/ kesalahan, keraguan, duplikasi, dan

inefisiensi.

2.3.3 Fungsi SOP

Fungsi adanya SOP adalah sebagai berikut :

1. Memperlancar tugas petugas/pegawai atau tim/ unit kerja.

2. Sebagai dasar hukum bila terjadi penyimpangan.

3. Mengetahui dengan jelas hambatan — hambatannya dan mudah dilacak.

4. Mengarahkan petugas/pegawai untuk sama — sama disiplin dalam bekerja.

5. Sebagai pedoman dalam melaksanakan pekerjaan rutin.

2.3.4 Kapan SOP diperlukan

Menurut Isti (2013: 33) SOP diperlukan pada saat :

a. SOP harus sudah ada sebelum suatu pekerjaan dilakukan

b. SOP digunakan untuk menilai apakah pekerjaan tersebut sudah dilakukan
dengan baik atau tidak

c. Uji SOP sebelum dijalankan, lakukan revisi jika ada perubahan langkah

kerja yang dapat mempengaruhi lingkungan kerja.

2.3.5 Keuntungan adanya SOP

Keuntungan adanya SOP menurut Isti (2013: 33) adalah :
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1. SOP yang baik akan menjadi pedoman bagi pelaksana, menjadi alat
komunikasi, dan pengawasan dan menjadikan pekerjaan diselesaikan
secara konsisten.

2. Para pegawai akan lebih memiliki percaya diri dalam bekerja dan tahu apa
yang harus dicapai dalam setiap pekerjaan.

3. SOP juga bisa dipergunakan sebagai salah satu alat trainning dan bisa

digunakan untuk mengukur Kinerja pegawai.

Dalam menjalankan operasional perusahaan, peran pegawai memiliki
kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena itu diperlukan standar
— standar operasi prosedur sebagai acuan kerja secara sungguh — sungguh untuk
menjadi sumber daya manusia yang profesional, handal sehingga dapat

mewujudkan visi dan misi perusahaan.

2.3.6 SOP Pelayanan

Menurut UU No.25 tahun 2009 tersebut, Standar pelayanan adalah tolak
ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan
penilian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada
masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau,
dan terukur.

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara
adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang
dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan

hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
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Menurut UU NO.25 tahun 2009 tersebut penyelenggara berkewajiban
menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan
kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.
Didalam menyusun dan menetapkan standar pelayanan penyelenggara wajib
mengikut sertakan masyarakat dan pihak terkait. Kemudian, penyelenggara
berkewajiban menerapkan standar pelayanan tersebut. Pengikut sertaan
masyarakat dan pihak terkait dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait
langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan

musyawarah dan mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberagaman.

2.4  Audit Operasional

2.4.1 Definisi Audit Operasional
Menurut Simamora (2002: 167), audit operasional adalah audit yang
melibatkan pencarian dan pengevaluasian bukti mengenai efisiensi dan efektivitas
aktivitas — aktivitas operasi entitas berkenaan dengan tujuan yang ditetapkan.
2.4.2 Tujuan Audit Operasional
Adapun tujuan audit operasional menurut Guy (2003: 421) adalah :

1. Menilai Kinerja. Setiap audit operasional meliputi penilaian Kkinerja
organisasi yang ditelaah. Penilaian kinerja dilakukan dengan
membandingkan kegiatan organisasi dengan tujuan (seperti kebijakan,
standar, dan sasaran organisasi yang ditetapkan manajemen atau pihak

yang menugaskan), serta dengan kriteria penilaian lain yang sesuai.



17

2. Mengidentifikasi peluang perbaikan. Peningkatan efektivitas, efisiensi,
dan ekonomi merupakan kategori yang luas dari pengkualifikasian
sebagian besar perbaikan. Auditor dapat mengidentifikasi peluang
perbaikan tertentu dengan mewawancarai individu (apakah dari dalam atau
dari luar organisasi), mengobservasi operasi, menelaah laporan masa lalu
atau masa berjalan, mempelajari transaksi, membandingkan dengan
standar industri, menggunakan pertimbangan profesional berdasarkan
pengalaman, atau menggunakan sarana dan cara lain yang sesuai.

3. Mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.
Sifat dan luas rekomendasi akan berkembang secara beragam selama

pelaksanaan audit operasional.

2.4.3 Kategori Audit Operasional
Seperti dijelaskan menurut Yusuf dalam Juliadi (2012: 15) ada tiga

kategori audit operasional, yaitu :

1. Fungsional

Merupakan suatu alat penggolongan kegiatan suatu perusahaan, seperti
fungsi penerimaan kas atau fungsi produksi. Audit fungsional berkaitan
dengan sebuah fungsi atau lebih dalam suatu organisasi. Keunggulan audit
fungsional adalahg memungkinkan adanya spesialisasi oleh auditor. Auditor —
auditor tertentu dalam staf audit intern dapat mengembangkan banyak
keahlian dalam suatu fungsi. Kekurangan audit fungsional adalah tidak

dievaluasinya fungsi yang saling berkaitan.
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2. Organisasional

Audit operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit
organisasi seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Penekanan
dalam suatu audit organisasi adalah seberapa efisien dan efektif fungsi —
fungsi saling berinteraksi.
3. Penugasaan khusus
Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen. Ada
banyak variasi dalam audit seperti ini. Contoh — contohnya mencakup

penyelidikan kemungkinan kecurangan dalam suatu divisi.

2.4.4 Tahapan Audit Operasional
Sedangkan tahapan — tahapan audit operasional secara umum menurut
Agoes (2006: 10) mencakup :
a. Analitical Review Prosedures
Yaitu membandingkan laporan keuangan periode berjalan dengan periode
yang lalu, budget dengan realisasinya serta analisis rasio (misalnya
menghitung rasio likuiditas, rentabilitas, dan aktivitas baik untuk berjalan
maupun tahun lalu), dan membandingkannya dengan rasio industri.
b. Evaluasi atas management control system
Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat sistem pengendalian
manajemen dan pengendalian intern (internal control) yang memadai dalam
perusahaan, untuk menjamin keamanan harta perusahaan, dapat dipercayanya

data keuangan dan mencegah terjadinya pemborosan dan kecurangan.
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c. Compliance Risk (Pengujian ketaatan)

Dilakukan untuk menilai efektivitas dari segi pengendalian intern sistem.

Pengendalian manajemen dengan melakukan pemeriksaan secara sampling

atas bukti — bukti pembukuan, sehingga bisa diketahui apakah transaksi bisnis

perusahaan dan pencatatan akuntansinya sudah dilakukan sesuai dengan

kebijakan yang telah ditentukan manajemen perusahaan.

2.4.5 Manfaat Audit Operasional

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya audit operasional

menurut Tunggal (2000:14-15) adalah:

Memberi informasi operasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan

keputusan.

1.

Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan-laporan
dan pengendalian.

Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajerial yang ditetapkan,
rencana- rencana, prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah.
Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk
menentukan tindakan preventif yang akan diambil.

Menilai ekonomisasi dan efisiensi penggunaan sumber daya termasuk
memperkecil pemborosan.

Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan

yang telah ditetapkan.
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6. Menyediakan tempat pelatihan untuk personil dalam seluruh fase

operasi perusahaan.



